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A.  LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanjn Daerah (APBD) merupakan penjabaran dari kerangka
kerja kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, Struktur APBD menggarmbarkan arah dan
prioritas keglatan pembangunan yang akan dilakukan, terdapat dua sisi penganggaran dalam
APBD yaitu sisi pendapatan dan belanja, Darl sisi Pendapatan APBD bersumber darl Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan dari dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. PAD sebagai salah satu
sumber penerimaan daerah mempunyal peranan penting dalarm pembangunan dirmana peranan
PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayal kegiatan
pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan
peningkatan penerimaan yang berasal darl daerah sendiri, dengan demikian akan memperbesar
tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan
yang bersifat mandiri.

- Mengelola PAD tidak akan lepas dari aspek perencanaan, pembangunan, pelayanan,
~monitoring, evaluasi serta penyusunan. Pengelolaan yang baik dimulal dari perencanaan yang
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WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019,
Jjadwal kegiatan terlampir

HASIL/KELUARAN
Hasil yang dicapai terlaksananya pemetaan potensi pendapatan asli daerah tahun 2019 adalah:

1. Tersedianya buku Zonasi Nilai Jual Objek Pajak untuk penetapan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada 5 (lima) Kecamatan.
2. Tersedianya hasil laporan Zonasi Nilai Jual Objek Pajak

SUMBER PENDANAAN

Jumlah Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan Zonasi Nilai Jual Objek Pajak sebesar
Rp. 516.240.520 .- ( Lima ratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh
rupiah )

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh

Kabid Pendataan dan Penetapan



